
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.319, 2017 KEMEN-ATR/BPN. Pendaftaran Tanah Wakaf. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 2 TAHUN 2017            

TENTANG 

TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF  

DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum 

pendaftaran Tanah Wakaf, terhadap tanah yang 

diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; 

b. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran sertifikat Tanah 

Wakaf sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, perlu diatur tata cara permohonan dan 

pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pendaftaran 

Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4459); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5252); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3696); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3696); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015   

Nomor 18); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
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Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/   

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA 

CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KEMENTERIAN 

AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL.  

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.  

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda 

miliknya. 

3. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf 

dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 

dengan peruntukannya. 

4. Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat AIW adalah 

bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan 

harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan 

peruntukan harta benda Wakaf yang dituangkan dalam 

bentuk akta. 
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5. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya 

disingkat APAIW adalah akta pengganti dalam hal 

perbuatan Wakaf belum dituangkan dalam AIW 

sedangkan perbuatan Wakaf sudah diketahui 

berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) 

orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena 

Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi 

keberadaannya. 

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya 

disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang 

ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar 

Wakaf.   

7. Sertipikat Tanah Wakaf adalah surat tanda bukti Tanah 

Wakaf. 

8. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan 

Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri 

melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional.   

 

BAB II 

TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak 

tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf. 

(2) PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW 

dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk 

pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada 

Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau 

APAIW. 
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Pasal 3 

(1) Tanah yang diwakafkan dapat berupa: 

a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum 

terdaftar; 

b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 

Pakai di atas Tanah Negara; 

c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah 

Hak Pengelolaan atau Hak Milik; 

d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan 

e. Tanah Negara. 

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali 

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan 

huruf d. 

(3) Dalam hal tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di 

atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diwakafkan untuk 

selama-lamanya, harus terlebih dahulu memperoleh izin 

tertulis/pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau 

Hak Milik. 

     

Pasal 4 

(1) Dalam hal Tanah Wakaf berupa Hak Milik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a akan 

diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan, 

terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk pemisahan 

sertipikat tersebut. 

(2) Pemisahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibuatkan AIW atau APAIW, dan menjadi dasar untuk 

diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir. 

 

Pasal 5 

Dalam hal sertipikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai di atas tanah Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdapat catatan mengenai izin 

apabila akan dialihkan, untuk dapat diwakafkan harus 

mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. 
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